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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen 

perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau 

arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat 

manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk 

melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.   

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan 

keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak 

mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara 

sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang 

sistematis. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk 

periode 2 (dua) tahun.  

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan 

dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Renstra sebelumnya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2026 disusun guna penyempurnaan penyusunan dokumen RPD Kabupaten 

Tahun 2025-22026. Rancangan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah 

disusun dengan tetap mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan oleh 

Peraturan Daerah (Perda). 
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Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berkewajiban menyiapkan Renstra 

yang secara teknis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026, yang berfungsi 

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah 

kebijakan serta indikasi  program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau 

fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) dibawah Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat 

dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran utama adalah 

kawasan permukiman dengan melaksanakan kegiatan untuk mengurangi 

luas kawasan kumuh dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

lingkungan serta penyediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat 

kurang mampu.  

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga 

Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak 

untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar 

yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk 

bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman 

dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi 

prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi 

komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The 

Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan 

Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, Pemerintah 

bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat 
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tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan 

lingkungannya. Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 menetapkan bahwa sasaran 

pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah 

terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem 

pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk 

mewujudkan kota tanpa kumuh. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak 

menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih 

jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib 

menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan 

utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman. 

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman menyatakan  bahwa Penataan perumahan dan permukiman 

berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan 

kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian 

lingkungan hidup.  

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk : 

a. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan 

dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat;  

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan 

yang sehat, aman, serasi, dan teratur;  

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk 

yang   rasional;  

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan 

bidang-bidang lain. 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan juga mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan utama adalah membangun 

permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan 

ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta menyediakan rumah 

yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan 

dan Permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) 

tujuan strategis yaitu :  

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat – pusat pertumbuhan 

ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan 

ekonomi lokal; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk 

mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi 

luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan 

kawasan permukiman dan meningkatkan infrastruktur dasar 

permukiman. 

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dokumen 

perencanaan yang tidak terlepas dari substansi dokumen – dokumen 

peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. 

Adapun peraturan – peraturan terkait dengan dokumen perencanaan 

pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini 

adalah :  

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Drt 7 Tahun  1956 

tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
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3. Undang  - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah 

Daerah. 

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor  26  Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang; 

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik  

10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 

Runag Wilayah (RTRW) Nasional 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2018 

tentang Standar pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020 – 2024; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerepan Standar Pelayanan Minimal 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 Tentang 

Pedoman Penyusunan APBD  

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  32 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 

melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara Tahun 2017 – 

2037. 



Renstra 2025-2026 Page 8 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2010 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025. 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 

31. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah. 

32. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang. 

 

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan 

perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak 

Azazi Manusia: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat UUD 1945 tersebut secara 

hieraki dijabarkan dalam Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun 

Keputusan – keputusan yang antara lain meliputi : 

a. Jasa Konstruksi : 

➢ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi; 

➢ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi; 

➢ Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah; 



Renstra 2025-2026 Page 9 
 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019 Tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 

 

b. Perumahan dan Permukiman : 

➢ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor No.64 Tahun 2016 tentang 

Pembangunan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah 

➢ Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 

Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas di Daerah 

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor 

21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah 

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

26/PRT/M/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang 

Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Permen Pekerjaan Umum 

Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum untuk Perumahan Umum 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
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➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman 

➢ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mencabut Peraturan nomor 

1/PRT/M/2014 dan 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten Kota. 

 

c. Pertanahan : 

➢ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

➢ Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

➢ Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang pendanaan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam 

rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

➢ Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang penanganan 

Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah 

untuk Pembangunan Nasional 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut : 
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a. Sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan rencana kerja 

tahunan dinas program/kegiatan dua tahun kedepan (2025 – 2026). 

b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk menyusun 

dan mengevaluasi program/kegiatan selama dua tahun kedepan. 

 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah : 

a. Sebagai wujud penjabaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2025 – 2026 dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang.  

b. Menjadi tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten 

Deli Serdang setiap tahunnya. 

c. Pedoman dalam penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dasar 

permukiman  

d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 secara garis besar 

disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

 

Bab I Pendahuluan 

Pada Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar 

hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan 

Renstra dan sistematika penulisan dokumen. 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
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Pada Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi 

Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat 

daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah sampai saat ini serta 

kelompok sasaran layanan. 

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

Pada Bab ini memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah 

serta penentuan isu – isu strategis di bidang Perumahan dan 

Permukiman. 

        Bab IV Tujuan dan Sasaran 

Pada Bab ini berisi tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 serta cascading 

kinerja Perangkat Daerah. 

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan  

  Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan 

dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Serta Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. 

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan  

Pada Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta 

kinerja, indikator, target, dan pagunya sesuai dengan nomenklatur 

pada peraturan menteri dalam negeri terkait. 

Bab VII Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan  

  Bab ini berisi tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 

target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).  

Bab VIII Penutup 

Pada Bab ini berisi ringkasan dari maksud dan tujuan penyusunan 

dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan 

dokumen ini mampu menjadi pedoman Tahun 2025-2026.  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 

2.1.1. Tugas Pokok 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Pertanahan. 

 

2.1.2 Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli 

Serdang mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta 

Pertanahan; 

c. Pembinaan dan melaksanakan tugas  di Bidang Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsi di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana 

dan Utilitas serta Pertanahan. 
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2.1.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten 

Deli Serdang  adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati Deli Serdang. 

 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 

(empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas) 

jabatan fungsional dengan susunan sebagai berikut: 

 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris  membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : 

➢ Sub Bagian Umum  

➢ Sub Bagian Keuangan 

➢ Sub Bagian Bina Program 

3. Kepala Bidang Perumahan yang bertanggung jawab terhadap: 

➢ Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perumahan  

➢ Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perumahan  

➢ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan  

4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang 

bertanggungjawab terhadap  : 

➢ Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

➢ Penyiapan bahan koordinasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum (PSU) 

➢ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU). 

5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman bertanggung jawab terhadap: 

➢ Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Kawasan 

Permukiman. 



Renstra 2025-2026 Page 15 
 

➢ Penyiapan bahan koordinasi Bidang Kawasan Permukiman 

➢ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan Permukiman 

 

6. Kepala Bidang Pertanahan  bertanggung jawab terhadap : 

➢ Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan Bidang Pertanahan 

➢ Pelaksanaan bahan koordinasi perencanaan program Bidang 

Pertanahan 

➢ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pertanahan   
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SUB BAGIAN PROGRAM 

STRUKTUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 

KABUPATEN DELI SERDANG 
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2.1.4    Sistem, Prosedur, Mekanisme 

Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengacu 

pada : 

a. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta tata kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang 

b. Perda No. 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas perda Kabupaten Deli 

Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011 

tentang Perizinan Tertentu dan Nomor : 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

d. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta tata kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang 

Berikut mekanisme kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Serta Pertanahan : 

1. Menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pendukung visi misi 

Bupati Deli Serdang sesuai tugas pokok dan fungsinya; 

2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Serta Pertanahan yang dilandasi dari hasil musrenbang desa, kecamatan, 

forum OPD, Reses DPRD, kebijakan berdasarkan study dan koordinasi 

pemerintah atasan dengan skala prioritas; 

3. Menyusun Rencana Kerja Anggaran yang terdiri dari Pendapatan, 

Belanja Modal, Barang/jasa dan Belanja Pegawai serta Belanja Tidak 

Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan; 

4. Melaksanakan kegiatan Survey dan Pendataan, penyusunan design dan 

rencana anggaran biaya, rencana dan syarat – syarat kerja; 

5. Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, 

sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

6. Melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah korban 
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bencana 

7. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pelaporan atas kegiatan  

pembangunan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan 

utilitas perumahan dan kawasan permukiman; 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

Sumber Daya Manusia aparatur yang handal merupakan investasi 

berharga bagi sebuah organisasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan 

kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan 

berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, 

maka Sumber Daya Manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan 

ditingkatkan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertujuan 

untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai - pegawainya yang bekerja secara 

tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan 

diselenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur diarahkan 

untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja 

guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. 

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan 

birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk 

mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang professional dalam 

kepemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum 

di berbagai kalangan pemerintah saat ini baik di pemerintah pusat maupun 

daerah. 

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur 

pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah 

diklat guna mewujudkan aparatur pemerintah yang kompeten dan handal 

dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu 

strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kepribadian (attitude) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena 

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan instansi. 
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Komposisi SDM PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jabatan, yaitu 

pejabat struktural berjumlah 21 orang dan pejabat fungsional berjumlah 21 

orang. Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan dan 

golongan, yaitu sebagai berikut. 

a. Magister (S-2)   : 5 orang 

b. Sarjana (S-1)  : 24 orang 

c. Diploma  : 4 orang 

d. SLTA   : 9 orang 

PNS berdasarkan golongan adalah sebagai berikut. 

a. Golongan IV  : 3 orang 

b. Golongan III  : 30 orang 

c. Golongan II  : 8 orang 

d. Golongan I  : 1 orang 

 

2.2.2  Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : 

a. Bangunan kantor, berupa gedung kantor, rumah dinas, records centre 

dan musholla 

b. Kendaraan dinas, berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 

c. Kendaraan operasional, berupa kendaraan operasional roda 4 

d. Peralatan dan perlengkapan kantor 

e. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pelayanan dalam Bidang Perumahan 

Dan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan. 

Adapun Capaian Kinerja pelayanan periode Rencana Strategis 2019-2024 

berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang 

 

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023 
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Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan 

wajib yang terdiri SPM Bidang Perumahan serta pencapaian SDG’s seperti 

kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah masyarakat kurang 

mampu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 

yang merupakan target SDG’s  dan universal access 100-0-100. 

Anggaran dan Realisasi dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2019-2024 seperti pada tabel 

2.2 berikut ini.   
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Tabel 2.2 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang 

 

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023 
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Pada Periode 2019-2024 rasio antara anggaran dan realisasi kinerja 

sangat variatif (naik-turun). Tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran 

yang cukup signifikan pada kegiatan Pembangunan Gedung dan kegiatan 

peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan 

keagamaan. Selain mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar sesuai 

dengan prioritas nasional Universal Access 100-0-100 (100% air Minum 

Aman, 0% Kawasan Kumuh, 100% Sanitasi Layak), Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga mempunyai peran dalam 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan 

perangkat daerah lainnya dalam hal penguatan ekonomi masyarakat, sosial 

dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana permukiman.   

 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten 

Deli Serdang memiliki sasaran layanan ke masyarakat Kabupaten Deli Serdang. 

Hal ini sejalan dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kepada masyarakat umum. Dalam 

Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan 

sesuai tujuan ke 11 SDG’s yaitu pada tahun 2030, memastikan akses terhadap 

perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan 

meningkatkan mutu pemukiman kumuh dan menyediakan akses universal 

terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, 

terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas. 

Selain itu kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan lainnya berupa Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni Bagi 

masyarakat Kurang Mampu untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrem.  

Selain kegiatan pada perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat 

Daerah juga memiliki program dan kegiatan yang sasarannya adalah kepentingan 

umum dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut berupa pengadaan pemenuhan 

kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun 

kepentingan umum, serta memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam 

urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah, mengembangkan sistem informasi 

pertanahan yang akurat, yang berisi antara lain informasi tanah yang tersedia dan 

kebutuhan tanah Pemerintah Daerah.  
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Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang sangat luas yang 

beberapa Kecamatannya berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sumatera 

Utara. Kehadiran Bandara Internasional turut meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang berimbas pada peningkatan permukiman. Sejalan dengan hal 

tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana dasar yang tentu menciptakan peluang 

pengembangan pelayanan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan diantaranya : 

a. Membuka peluang bagi para investor untuk meng-invest dana dalam 

memacu pembangunan daerah. 

b. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di 

daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan 

permukiman  

c. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara untuk 

mengembangkan sarana dan prasarana permukiman sebagai 

pendukung peningkatan kesejahteraan  

d. Tersedianya jalan lingkungan  yang dapat menunjang aksesibilitas 

masyarakat;  

e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang 

perumahan dapat dikelola oleh Pemerintah daerah.    

f. Informasi sistem manajemen daerah yang merupakan sistem 

perencanaan terpadu berupa penyusunan konsep dan penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja, sistem akutansi keuangan daerah, system 

akuntabilitas kinerja dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan 

good governance. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan 

rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat 

pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. 

Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu 

diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman 

yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan 

padat dan menyebabkan permukiman menjadi kumuh. 

Berikut permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan :  

Tabel. 3.1  

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan 

No.  Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 
1. Kurangnya kualitas 

kawasan permukiman 

dan ketersediaan rumah 

layak huni 

Lahan semakin terbatas 

dan semakin mahal 

sehingga semakin sulit 

dijangkau oleh 

masyarakat 

Kemiskinan 

2. Belum tuntasnya  

kawasan kumuh di 
perkotaan 

Masih ada kawasan 

permukiman yang 
kualitas lingkungannya 

kurang baik (kumuh) 

serta masih ada 

permukiman di lokasi 

rawan bencana  

 

3. Ketersediaan lahan TPU 

di lingkungan 

perumahan masih 

kurang. 

Tidak tersedianya 

Taman Pemakaman 

Umum (TPU) untuk 

masyarakat penghuni 

lingkungan perumahan. 

Belum ada perumahan yang 

secara khusus menyediakan 

fasilitas Taman Pemakanan 

Umum (TPU), dan masih 

membebani desa dalam 
penyediaannya. 
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No.  Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

4. Banyak bangunan 

didirikan di atas tanah 

ilegal 

Banyak bangunan liar 

didirikan di atas tanah 

yang status 

kepemilikannya tidak 

sah seperti eks-HGU 

PTPN II, jalur hijau, 

sempadan sungai, 

kawasan hutan lindung, 

jalur kereta api 

 

 

 

3.2 Isu Strategi 

3.2.1 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan  Rakyat 

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya 

ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan 

indikator kinerja: 

(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah 

sungai keweangan Pusat; 

(2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilaah 

Sungai (WS) kewenangan Pusat; 

(3) Kapasitas tampung per kapita; 

(4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas 

irigasi. 

2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya 

konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: 

Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 

km) 

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya 

Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman 

Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: 

(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman 

yang layak dan aman melalui pendekatan smart living 

(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 
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4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya 

pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang 

kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja: 

(1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang 

konstruksi yang kompeten dan profesional; 

(2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan 

siap kerja 

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

dengan Indikator Kinerja: 

(1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR 

(2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, 

kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;  

(3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam 

Penyelenggaraan Infrastruktur;  

(4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;  

(5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan 

Strategis;  

(6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi. 

 

 

3.2.2 Isu dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Utara  

a. Rumah Tidak Layak Huni Sumatera Utara Tahun 2020 tersisa 

±  148.385 unit  pada 30 kab/kota. Kabupaten Deli Serdang 

tahun 2020 memiliki 3448 Unit Rumah Tidak Layak Huni 

b. Relokasi rumah korban bencana.  

Saat ini belum ada rumah korban bencana alam yang perlu 

ditangani namun sesuai tugas dan fungsi akan dilaksanakan 

bila terjadi bencana.  

c. Relokasi rumah korban pembangunan pemerintah seperti 

Bantaran sungai, jalan tol, dll. Dalam hal ini, Kabupaten Deli 



Renstra 2025-2026 Page 28 
 

Serdang belum memiliki perencanaan terhadap relokasi rumah 

akibat pembangunan.  

d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 

kumuh Sumatera Utara seluas 767 ha pada tahun 2018 tersisa 

pada tahun 2020 seluas 632 ha. Luas Pemukiman Kumuh 

Kabupaten Deli Serdang sebesar 461 Ha. 

e. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan 

MBR 2000 s/d 3000 unit per tahun. 

Kabupaten Deli Serdang melaksanakan PSU Perumahan MBR 

berdasarkan permintaan pengembang dan mengusulkan 

kepada pemerintah Provinsi untuk direalisasikan. 

f. Backlog Sumatera Utara Tahun 2018 sebanyak 618.704 unit.  

Kabupaten Deli Serdang memiliki Backlog sebesar 16.800 

Unit.  

g. Sertifikasi & registrasi bagi orang / badan hukum yg 

melaksanakan perancangan rumah dan perencanaan PSU 

tingkat kemampuan menengah.   

3.2.3 Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi adalah : 

Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 

Utara memiliki strategi yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan 

barat 

b. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui 

peningkatan daya saing dan diversifikasi produk 

c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan 

yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian apda lahan non-

produktif 

d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan 

keseimbangan ekosistem 

e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai 

antisipasi perkembangan wilayah 

f. Meningkatkan aksesibilitas dan meratakan pelayanan sosial 

ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.  
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Sejalan dengan tujuan Pemerintah Provinsi, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 

mempunyai tujuan melaksanakan sarana dan prasarana dasar 

permukiman yang layak dan aman. 

 

3.2.4 Penentuan Isu – Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta melihat Sasaran 

Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan maka isu – isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut : 

1. Pemenuhan rumah yang layak huni pada masyarakat berpenghasilan 

rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan 

perumahan. 

2. Perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa penanganan 

kawasan permukiman kumuh 

4. Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas untuk meningkatkan kualitas 

kawasan permukiman kumuh 

5. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman berbasis komunitas 

6. Pencapaian tertib administrasi pertanahan  
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BAB IV   

TUJUAN DAN SASARAN 
 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2026 

4.1.1 Tujuan 

 Tujuan merupakan penjabaran atas pernyataan misi yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini 

disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi 

dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah. 

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarus 

utamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Tujuan 

SDG’s yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan adalah Kota dan Permukiman yang berkelanjutan (Sustainable 

Cities and Communities).  

Tujuan ke-3 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli 

Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk 

mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan publik. 

Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli 

Serdang tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi 

masyarakat 

2. Mewujudkan layanan pertahanan untuk kepentingan umum   

Tujuan ke-5 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli 

Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
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transparan dan akuntabel. Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menetapkan tujuan Renstra sebagai berikut. 

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

2. Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah. 

 

4.1.2. Sasaran 

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari 

tujuan. Sasaran dapat dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program 

dan kegiatan sehingga dapat memberi arah yang jelas terhadap sumber daya dan 

anggaran.   

Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan merupakan penjabaran dari Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar 

2. Mewujudkan kemandirian pangan 

3. Mewujudkan pelayanan publik secara digital, terintegrasi, dan inklusif 

Berdasarkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Pertanahan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut 

bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran strategis yang akan 

dicapai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah 

:Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat; 

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 

2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman 

3. Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum 

4. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah; 

Berdasarkan pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli 

Serdang maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Pertanahan seperti disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1  

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Tujuan 

RPJMD 

Indikator 

Tujuan 

RPJMD 

Tujuan 

Renstra 

Indikator 

Tujuan 

Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja 
Program 

Indikator 

Program 

Target Kinerja  
Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 

Target Kinerja  

2025 2026 2025 2026 2025 2026 

Meningkatkan 

infrastruktur 
yang 

berkelanjutan 

dan 

berwawasan 

lingkungan 

Indeks Daya 

Saing 
Infrastruktur 

(IDSI) 

Meningkatkan 

kualitas 
kawasan 

permukiman 

yang layak 

huni bagi 

masyarakat  

Persentase 

Rumah 
Tangga 

dengan 

akses 

hunian 

layak 

Meningkatnya 

jumlah rumah 
layak huni 

bagi 

masyarakat 

Persentase 

ketersediaan 
rumah layak 

huni 

terjangkau 

bagi 

masyarakat 

40,95% 41,02% Program 

Perumahan 
dan Kawasan 

Permukiman 

Kumuh 

Persentase 

peningkatan 
jumlah rumah 

layak huni 

terjangkau 

bagi 

masyarakat 

 61,18%  61,72% Pencegahan 

Perumahan dan 
Kawasan 

Permukiman 

Kumuh pada 

Daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

Persentase 

rumah tidak 
layak huni 

yang ditangani 

3,35% 3,46% 

Persentase 

ketersediaan 
rumah layak 

huni 

terjangkau 

bagi 

masyarakat 

97,01

% 

97,11% 

Program 

Pengembanga

n Perumahan 

Persentase 

penyediaan 

rumah korban 

bencana/relok

asi program 
Kabupaten 

100% 100% Pendataan 

Penyediaan dan 

Rehabilitasi 

Rumah Korban 

Bencana atau 
Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kot

a 

Persentase 

tersedianya 

data rumah 

bagi korban 

bencana alam 
dan relokasi 

program 

kabupaten/kot

a 

37% 40% 

Pembangunan 
dan Rehabilitasi 

Rumah Korban 

Bencana atau 

Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kot

a 

Persentase 
tersedianya 

rumah bagi 

korban 

bencana alam 

dan relokasi 
program 

kabupaten 

100% 100% 
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Tujuan 

RPJMD 

Indikator 

Tujuan 

RPJMD 

Tujuan 

Renstra 

Indikator 

Tujuan 

Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja 
Program 

Indikator 

Program 

Target Kinerja  
Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 

Target Kinerja  

2025 2026 2025 2026 2025 2026 

Meningkatnya 
kualitas 

kawasan 

permukiman 

Persentase 
luasan 

kawasan 

permukiman 

kumuh  

0,30% 0,25% Program 
Kawasan 

Permukiman 

Persentase 
pengurangan 

kawasan 

permukiman 

kumuh  

0,30% 0,25% Penataan dan 
Peningkatan 

Kualitas 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 
Luas di Bawah 

10 Ha 

Persentase 
ketersediaan 

dokumen 

kajian 

pembangunan 

dan 
pengembanga

n perumahan 

dan kawasan 

permukiman 

22,00
% 

24,00% 

Peningkatan 
Kualitas 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 
10 Ha 

Persentase 
penataan 

kawasan 

permukiman 

kumuh 

19,58
% 

24,35% 

Persentase 
rumah tangga 

kumuh 

perkotaan 

16,67
% 

20,00% 

Meningkatnya 
ketersediaan 

infrastruktur 

kawasan 

permukiman 

Persentase 
luas kawasan 

yang telah 

terfasilitasi 

Dengan PSU 

78,50% 79% Program 
Peningkatan 

Prasarana, 

Sarana Dan 

Utilitas 

Umum (PSU) 

Persentase 
PSU memadai 

di kawasan 

perumahan 

dan 

permukiman 

84,50% 86,50% Urusan 
Penyelenggaraa

n PSU 

Perumahan 

Persentase 
ketersediaan 

PSU 

perumahan 

dan 

permukiman 

79%  80%  

Persentase 
PSU 

perumahan 

dan 

permukiman 

dalam kondisi 
baik 

81% 82% 
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Tujuan 

RPJMD 

Indikator 

Tujuan 

RPJMD 

Tujuan 

Renstra 

Indikator 

Tujuan 

Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja 
Program 

Indikator 

Program 

Target Kinerja  
Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 

Target Kinerja  

2025 2026 2025 2026 2025 2026 

Mewujudkan 
layanan 

pertanahan 

untuk 

kepentingan 

umum 

Persentase 
cakupan 

layanan 

pertanaha

n 

Meningkatkan 
ketersediaan 

lahan untuk 

kepentingan 

umum 

Persentase 
ketersediaan 

tanah untuk 

kepentingan 

umum 

100% 100% Program 
Pengelolaan 

Tanah Kosong 

Persentase 
pemenuhan 

kebutuhan 

tanah untuk 

kepentingan 

umum 

100% 100% Inventarisasi 
dan 

Pemanfaatan 

Tanah Kosong 

Persentase 
ketersediaan 

lahan untuk 

kepentingan 

umum 

100% 100% 

Persentase 
luasan tanah 

yang 

dibebaskan 

100% 100% Program 
Pengelolaan 

Izin Membuka 

Tanah 

Persentase 
peningkatan 

tertib 

administrasi 

pertanahan 

pemerintah 
daerah 

100% 100% Penerbitan Izin 
Membuka 

Tanah 

Persentase 
pemanfaatan 

tanah untuk 

kepentingan 

umum 

100% 100% 

Mewujudkan 
tata kelola 

pemerintahan 

yang 

transparan dan 

akuntabel 

Indeks  
Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatnya 
efektivitas dan 

akuntabilitas 

penyelenggara

an pemerintah 

daerah 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarak

at 

Meningkatnya 
Kualitas 

pelayanan dan 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Nilai 
Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

82 82 Program 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

Nilai 
Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

82 82 Perencanaan, 
Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 
Tertib 

Administrasi 

Dokumen/ 

Laporan 

Perencanaan, 
Penganggaran 

dan Capaian 

Kinerja 

100% 100% 

Meningkatnya 
pelayanan 

prima 

pemerintah 

daerah 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

87 87 Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

87 87 Administrasi 
Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 
Tertib 

Administrasi 

dan Pelaporan 

Keuangan 

100% 100% 

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 
Tingkat 

Disiplin 

Aparatur/ 

Pegawai 

100% 100% 
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Tujuan 

RPJMD 

Indikator 

Tujuan 

RPJMD 

Tujuan 

Renstra 

Indikator 

Tujuan 

Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja 
Program 

Indikator 

Program 

Target Kinerja  
Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 

Target Kinerja  

2025 2026 2025 2026 2025 2026 

Administrasi 
Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 
Ketersediaan 

Pemenuhan 

Layanan 

Umum 

Kedinasan 

100% 100% 

Pengadaan 
Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 

sarpras 

penunjang 

fungsi 

kedinasan 

100% 100% 

Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Tingkat 

keamanan dan 

kenyamanan 

kantor 

100% 100% 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

aset/ barang 

yang 

terpelihara 
fungsinya 

100% 100% 

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023 
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4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah  
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BAB V   

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 

 

5.1       Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang 

secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. 

Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi 

diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan 

peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan. 

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan harus memiliki pedoman/acuan 

agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang 

ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur 

maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat 

menjadi sangat penting. 

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang 

akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang 

dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kebijakan 

adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran.  

Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel  5.1 

Strategi dan Arah Kebijakan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, 

SERTA PENDANAAN INDIKATIF 
 

 

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui 

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan 

sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil 

yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka 

mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator dan sasaran sebagai tolak ukur 

keberhasilannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan Rencana Program, Kegiatan dan 

pagu indikatif dalam kurun waktu tahun 2025-2026. 

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, untuk 

mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan akan dilaksanakan program/kegiatan melalui 7 ( tujuh ) Program 

melalui Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana 

Sarana dan Utilitas (PSU), Bidang Pertanahan dan Sekretariat. 

Masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang 

diukur dengan indikator keluaran Target serta rencana pendanaan yang 

dituangkan pada tabel 6.1 berikut : 
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Tabel 6.1  

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN 
 

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 3 (tiga) Bidang 

Urusan yang terdiri dari : 

1. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

2. Bidang Urusan Pertanahan 

3. Bidang Urusan Pemerintah Daerah 

 

7.1 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Perbaikan Rumah tidak layak huni 

b. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah 

kabupaten/ kota 

c. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas di kawasan perumahan dan 

permukiman 

d. Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di kawasan kumuh  

Kawasan perkotaan rentan akan tumbuhnya kawasan kumuh yang 

disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini semakin sulit jika 

tidak segera diatasi dengan baik. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh 

masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka 

panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota 

tanpa permukiman kumuh. Selain itu diperlukan penanganan sarana dan 

prasarana berupa jalan lingkungan yang dilengkapi saluran drainase, 

penanganan rumah tidak layak huni dan rehabilitasi rumah korban bencana. 

Penanganan Kumuh di arahkan Pada Desa-desa yang tercantum dalam SK 

Kawasan Kumuh. 
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7.2 Bidang Urusan Pertanahan 

Bidang urusan pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Pertanahan adalah berupa pemilikan dan pemanfaatan tanah. 

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum sangatlah diharapkan demi terwujudnya 

pembangunan daerah. Lokasi yang dibebaskan adalah tanah masyarakat, tanah 

HGU atau Eks HGU.  

 

7.3 Bidang Urusan Pemerintah Daerah  

Urusan Pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat yang diukur dari : 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selain melaksanakan 

infrastruktur dasar juga melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

dalam hal penyedotan Lumpur Tinja melalui UPTD Air limbah di 

bawah Bidang Penyehatan Lingkungan. Indeks Kepuasan Masyarakat 

diharapkan meningkat setiap tahun dengan bertambahnya sarana dan 

prasarana air limbah. 

2. Laporan Hasi Evaluasi AKIP  

   Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah adalah merupakan 

indikator yang menunjukkan seberapa besar kinerja instasi untuk 

melayani masyarakat an keberhasilan pemerintah daerah.  

Berdasarkan kriteria di atas, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman 

juga menetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi 

dan misi kepala daerah. Adapun target indikator capaian selama periode 2025-

2026 ditetapkan sebagai berikut :  
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Tabel 7.1 Indikator kinerja Utama (IKU) 

No Indikator Kinerja 

Target Capaian 

(Tahun) 
Kondisi  Kinerja pada 

akhir periode 
2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Persentase Kepala 

Keluarga MBR yang 

menempati rumah 

layak huni 

40,95% 41,02% 41,02% 

2 Persentase penyediaan 

rumah korban 

bencana/relokasi 

program Kabupaten 

100% 100% 100% 

3 Persentase 

peningkatan jumlah 

rumah layak huni 

61,18% 61,72% 61,72% 

4 Persentase luasan 

kawasan kumuh 
1,43% 1,14% 1,14% 

5 Rasio TPU per satuan 

penduduk 

18,81% 19,8% 19,8% 

6 Persentase Perumahan 

dan Permukiman 

terlayani PSU layak 

78,50% 79,00% 79,00% 

7 Persentase pemenuhan 

kebutuhan tanah untuk 

kepentingan umum 

100% 100% 100% 

8 Persentase 

peningkatan tertib 

administrasi 

pertanahan pemerintah 

daerah 

100% 100% 100% 

9 Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) 

82 82 82 

10 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

87 87 87 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
 

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 disusun untuk 

menyelaraskan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam menunjang 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam waktu 2 (dua) tahun. 

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dipahami dan dijalankan oleh segenap 

aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten 

Deli Serdang dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang. 

Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam 

dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan 

dalam satu tahun anggaran. Hasil capaian Program dan Kegiatan dilaporkan 

kepada Kepala Daerah melalui instansi terkait, yang dituangkan melalui Laporan 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ).    

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen dan konsistensi sebagai  

rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi, sehingga Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat mendukung pencapaian target 

kinerja serta melayani dan menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan dan 

kawasan permukiman secara efektif, efisien dan berintegritas. 

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi 

kepada Kepala Daerah terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik 

dan prima. Dalam memjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah 

khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. 
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